
BUPATI SORONG 
PROVINS! PAPUA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG 
NOMOR 5 TAHUN 201 7 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SORONG, 

[ SALINAN ] 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

Mengingat 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam 
kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang 
telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan 
DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sorong Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom 
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4709); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah 
diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG 

Menetapkan 

dan 

BUPATI SORONG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 



Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 
sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah Rp. l .300.339.144.830,00 
2. Belanja Daerah Rp.1.538.411.137.785,00 (-) 

Surplus/ (Defisit) Rp. 238.071.992.955,00 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 240.071.992.955,00 
Rp. 2.000.000.000,00 (-) 

Pembiayaan Netto Rp.(238.071.992.955,00)(-) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan: 

Pasal 2 

Rp. 0,00 

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 77.080.148.595,00 
b. Dana Perimbangan Rp. 898.920.201.000,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 324.338. 795.235,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Rp. 
Rp. 

5.550.000.000,00 
3.326.280,00 

Rp. 4.500.000.000,00 
Rp. 63.703.868.595,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan: 
a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 
b. Dana AlokasiUmum 
c. Dana AlokasiKhusus 

Rp. 153.380.372.000,00 
Rp. 512.000.000.000,00 
Rp. 233.539.829.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 
c. Bantuan Keuangan Kepada Desa 

Pasal 3 

Rp. 147.712.269.455,00 

Rp. 8.174.853.780,00 
Rp. 168.451.672.000,00 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 809.555.333.785,00 
b. Belanja Langsung Rp. 728.855.804.000,00 

~ 



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 
c. Belanja Subsidi 
d. Belanja Hibah 
e. Belanja Bantuan Sosial 
g. Belanja Bantuan Keuangan 
h. Belanja Tidak Terduga 

Rp. 513.350.503.785,00 
Rp 0,00 
Rp. 37 .525.200.000,00 
Rp. 12.169.347.000,00 
Rp. 246.010.283.000,00 
Rp. 500.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Modal 

Pasal 4 

Rp. 41.285.075.000,00 
Rp. 315.153.905.000,00 
Rp. 372.416.824.000,00 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan Rp. 240.071.992.955,00 
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
jenis pembiayaan: 
a. penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah 
c. Pembayaran pokok utang 

Pasal 5 

Rp. 240.071.992.955,00 

Rp. 0,00 

(1) huruf b terdiri dari 

Rp. 2.000.000.000,00 
Rp. 0,00 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 



8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 

lainnya; 
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sorong. 

Ditetapkan di Aimas 
pada tanggal 20 Desember 201 7 

BUPATI SORONG, 
ttd 

JOHNY KAMURU 

Diundangkan di Aimas 
pada tanggal 20 Desember 201 7 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, 
ttd 

MUHAMMAD SAID NOER 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 5 

Salinan sesuai aslinya 
PALA BAGIAN HU 

,,,.------i,x.~ s 

WIEK KALAMI SH M.Si 
RO PEMBINA TK. I (IV /b) 

NIP.19630525 199307 1 001 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINS! PAPUA 
BARAT: (5/2017) 


